BAB 11
TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KERJA

A. Pengertian Perjanjian Kerja
Jika membicarakan tentang pengertian perjanjianjakenaka,

pertama-tama harus diketahui ketentuan pengerégarjian antara lain :
Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertiamjeenjaebagai berikut
: “Persetujuan ( tertulis atau dengan lisan ) yahga oleh dua pihak atau
lebih yang mana berjanji akan mentaati apa yargglert di persetujuan
itu.!

Secara etimologis perjanjian ( yang dalam bahaah diistilahkan

dengan Mu’ahadah Ittifa’,akad ) atau kontrak daghartikan sebagai :

“perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbufitaana seseorang atau

lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang l&n &ebih? Terdapat

perbedaan pendapat para ulama’ figh dalam menentukieun akad.

Jumhur ulama’ figih menyatakan bahwa rukun akadirieatas :

1. Pernyataan untuk mengikatkan diri ( sighat al-aqd )

2. Pihak-pihak yang berakad ( al-muta’aqgidain )

3. Obyek akad ( al-ma’qud ‘alaih )

Ulama’ Hanafiah berpendirian bahwa rukun akad iamya satu, yaitu

shighat al-‘aqd (ijab dan gobul ). Sighat al aqdrupakan rukun yang

terpenting, karena melalui pernyataan inilah divetanaksud setiap pihak

yang melakukan akad. Sighat al-aqd ini diwujudkaelatni ijab dan

gobul. Dalam kaitannya dengan ijab dan qobul ingrap ulama’

mensyaratkan :

a. Tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jedafjngga dapat
dipahami jenis akad yang dikehendaki, karena akad-atu sendiri
berbeda dalam sasaran dan hukumnya.

b. Antara ijab dan qobul terdapat kesesuaian.

! Wis. Poerwadarmintd{amus Besar Bahasa Indonesiakarta: Balai Pustaka, 1985,
him. 402.
2 Chairuman Pasariblgc cit, him.1
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c. Pernyataan ijab dan gabul itu mengacu kepada &eaendak masing-
masing pihak secara pasti, tidak ragu-ragu.
ljab gabul ini bisa berbentuk perkataan, tuliggerpuatan, dan isyarat.
Pernyataan ijab dan gabul melalui tulisan dalammymdaan kehendak
untuk melakukan suatu akad, para ulama’ membuau steidah figih
yang menyatakan bahwa :
#obad KLU ¢
Artinya, pernyataan yang jelas yang dituangkarardabentuk tulisan,
kekuatan hukumnya sama dengan ungkapan langsuatuitisian®
Dalam perjanjian dikenal adanya asas-asas hukuijanfian yang
harus selalu diperhatikan oleh semua pihak yanigaerdalam suatu
perjanjian. Pada umumnya asas hukum tidak berwpgudturan konkrit,
melainkan merupakan pikiran dasar yang bersifatralbsang terdapat
didalam peraturan hukum konkrit. Banyak para palkarg memberikan
pengertian tentang asas hukum tersebut. Adapunaaaas perjanjian
adalah sebagai berikut:
a. Asas Konsensualisme
Asas ini berhubungan dengan saat lahirnya perjanjistilah
konsensualisme berasal dari bahasa latin “conséngsrgy berarti
sepakat. Konsensualisme mengandung pengertian babueu
perjanjian telah lahir dengan adanya kata sepakattapainya
persesuaian diantara para pihak yang membuat panamengenai
pokok perjanjian. Asas konsensualisme adalah suesas yang
menentukan bahwa perjanjian itu telah terjadi géhir dengan adanya
kata sepakat atau kehendak yang bebas dari pak yémg membuat
perjanjian tanpa harus disertai formalitas terteAgas konsensualisme
terdapat dalam pasal 1320 butir 1 jo pasal 1338 @ya&KUH Perdata
yang menyatakan bahwa diperlukan adanya kata sepalamereka
yang mengikatkan dirinya dan tidak diperlukan folitaa tertentu

disamping kesepakatan yang telah tercapai.

3 Nasrun Haroerkigh Muamalah Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007, him. 99-100
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b. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdgang
berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara lsaftaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya®“.

Dari kata “semua“ tersimpul asas kebebasan bewonylang
mengandung pengertian :

1) Setiap orang bebas untuk mengadakan / tidak acedk@n suatu

perjanjian;

2) Setiap orang bebas untuk mengadakan perjangagash siapapun

juga;

3) Setiap orang bebas untuk menentukan sendidaisi syarat-syarat

perjanjian;

4) Setiap orang bebas untuk menentukan bentukrjiena

5) Setiap orang bebas untuk menentukan hukum yanigkio bagi

perjanjian yang dibuatnya.
c. Asas kekuatan mengikat ( Pacta Sunt Servanda )

Asas ini merupakan asas dalam perjanjian yang bartgan
dengan akibat dari suatu perjanjian. Hal ini bet@ahwa kedua belah
pihak terikat oleh adanya kesepakatan dalam pe&fjanjang telah
mereka buat dan para pihak terikat juga pada ketentdalam
perjanjian tersebut. Asas kekuatan mengikat didalam pasal 1338
ayat (1) dan (2) KUH Perdata yang berbunyi:

(1) “semua perjanjian yang dibuat secara sah besabagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya.” Dari ketenteesebut
dapat disimpulkan bahwa kekuatan mengikat dariaelperjanjian
baru ada apabila perjanjian tersebut dibuat meruwkim. “secara
sah" berarti bahwa perjanjian yang dibuat tersébuatis memenuhi
persyaratan perjanjian sebagaimana yang tercanalamdpasal
1320 KUH Perdata. “berlaku sebagai undang-undagg roareka

yang membuatnya“ berarti bahwa para pihak yang mainb
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perjanjian dapat dikatakan membuat undang-undagg dienya
sendiri.

(2) “suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembadiasn dengan sepakat
kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yagusidang-
undang dinyatakan cukup untuk itu.“ Hal ini berdséihwa para
pihak wajib menaati dan melaksanakan kewajiban réepang
telah diperjanjikan. Sebagai konsekuensinya apadalah satu
pihak melanggar kesepakatan yang telah dibuat ik lainnya
dapat mengajukan tuntutan atas dasar wanprestasipdeak
lawannya.

d. Asas Itikad Baik
Asas ini berkenaan dengan pelaksanaan dari suganjen yang
telah diadakan suatu pihak yaitu menghendaki agatusperjanjian
harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas irdajeat dalam pasal
1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwattisperjanjian
harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Adanya atsieesd baik ini
memberikan landasan bagi pelaksanaan suatu parjarging ada.
e. Asas Kepribadian
Asas ini berkenaan dengan subyek hukum yang tefkata
perjanjian. Arti asas kepribadian adalah apabila dwang / lebih
membuat perjanjian maka yang terikat dalam peganjtersebut

hanyalah mereka sendiri. Asas kepribadian dipestdgém pasal 1340

KUH Perdata yang berbunyi “ suatu perjanjian hahgdaku antara

pihak-pihak yang membuatnya “. Dari ketentuan tausedapat

disimpulkan bahwa pada umumnya tidak seorangpun atdap
mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya serskhingga apabila
para pihak mengadakan perjanjian maka perjanjiasel@t hanya

mengikat dan berlaku bagi para pihak yang membagamian dan
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oleh karenanya perjanjian itu tidak akan membawankagan/

kerugian terhadap pihak ketiga.

Dengan adanya salah satu asas dalam perjanjian s&® kebebasan
berkontrak atadreedom of cotractyang artinya memberikan kebebasan
yang seluas-luasnya kepada masyarakat, untuk makeyadperjanjian
yang berisi apa saja dan dalam bentuk apa sajanjseyy tidak melanggar
Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusitaan.

Salah satunya mengadakan perjanjian dalam bidatendgakerjaan
yakni perjanjian kerja, Pengertian perjanjian keygng umum, dapat
dijumpai dalam ketentuan pasal 160la KUHPerdatag ylaerbunyi :
“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimarelpiyang satu si buruh,
mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihakg/dain, si majikan
untuk suatu waktu tertentu, melakukan pekerjaangal@nmenerima
upah”® Selain itu pengertian mengenai perjanjian kerjagaju
diketengahkan oleh seorang pakar hukum perburuhdangsia, yaitu
bapak Prof. R.Iman soepomo, S.H. yang menerangkdmvéa perihal
pengertian tentang Perjanjian Kerja, beliau mendekan bahwa :
“Perjanjian Kerja adalah Suatu perjanjian yang akath oleh buruh dan
majikan, dimana buruh menyatakan kesanggupannyajbgsada majikan
dengan menerima upah dan dimana majikan menyat@sanggupannys
untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.”

Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 20&8ntukan :
Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekaujaih dengan pengusaha
atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kiagk, dan kewajiban
para pihak® Secara umum yang dimaksud dengan “ PerjanjianaKeri
adalah perjanjian yang diadakan oleh 2 orang (kp)hatau lebih, yang

mana satu pihak berjanji untuk memberikan pekergianpihak yang lain

* http://dormatio.blogspot.com/2013/05/asas-asaspian.html

® Djumadi,loc. cit, him. 14

6 Zaeni AsyhadieHukum Kerja Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007, him.47

7 Zaeni Asyhadieipid, him. 49

8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahw82Zentang ketenagakerjaan
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berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dapaaktik, dan sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang bahwa perjanjiank umtelakukan
pekerjaan tersebut dapat diklasifikasikan kepada :

a. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu;

b. Perjanjian kerja / perburuhan, dan

c. Perjanjian pemborongan pekerjaan.

Di dalam agama Islam, masalah ketenagakerjaarr dlatam hal sewa
menyewa (ijarah). Al ijarah berasal dari kata abajang arti menurut
bahasanya al‘iwadh (ganti dan upah), dari sebaltas tsawab (pahala)
dinamai ajru (upah). Menurut pengertian syarajaabh ialah: "suatu jenis
akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda pahd&ntang
mendefinisikan ijarah, antara lain adalah sebagakt:

1. Menurut Hanafiyah bahwa ijarah adalah:
252 5 yalinsall (all (30 8 g o slae daiio Gliled iy e
Artinya: “Akad untuk membolehkan pemilikan manfagang
diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disksgan imbalan”
2. Menurut Malikiyah bahwa ijarah adalah:
OY saiall (azs g (V) dadia e adladll e
Artinya: “Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatangydersifat
manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipinddhkan
3. Menurut Hanabilah bahwa ijarah adalah
5 5m A shaa e Aalae (ol e il JlayY)
Artinya: “Pemilikan manfaat suatu harta benda yaegsifat mubah
selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan”
4.Menurut Syafi’iyah bahwa ijarah adalah:
U gz AalW g JaLl) AL dalic da slae 33 e dndia e die V)

o sl
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Artinya: “Transaksi terhadap manfaat yang dikeh&ndacara jelas
harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarleangah imbalan
tertentu”

Setelah melihat definisi di atas, pengertian ijaedhah upah dan sewa,
jasa atau imbalan, yaitu transaksi yang mempegligin manfaat suatu
harta benda. Yang salah satunya berbentuk kegiaaammalah yang
banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutulidupli Perjanjian
kerja dalam syari’at Islam digolongkan kepada pgiga ijarah a'yan” ,
yaitu sewa menyewa tenaga manusia untuk melakug&kerjpan. Dalam
istilah hukum Islam pihak yang melakukan pekerjdeebut “ajir”, ( ajir
ini terdiri dari ajir khas yaitu seseorang ataudyapa orang yang bekerja
pada seseorang terntentu dan ajir musytarak yaiungeorang yang
bekerja untuk kepentingan orang banyak). Sedangi&eang yang
memperoleh manfaat dari pekerjaan ajir (pembeifiakeatisebut dengan
“musta’jir’.° Menurut ulama’ hanafiyah, rukun al ijarah itu harsatu,
yaitu ijab (ungkapan menyewakan) dan gabul (persmtuterhadap sewa
menyewa). Akan tetapi jumhur ulama’ mengatakan laahwikun al-ijarah
itu ada empat, yaitu: a) orang yang berakad, bpsmialan, c) manfaat,
dan d) shighat ( ijab dan gabul ).

Sebagai transaksi umum, al ijarah baru dianggap agedbila telah
memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yanakbeskecara umum
dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat #leaah adalah sebagai
berikut :

1. Untuk kedua orang yang berakad ( al-muta’agadameyjurut ulama’
syafi'iyah dan hanabillah, disyaratkan telah baligim berakal.

2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kereglaammtuk
melakukan akad al-ijarah. Apabila salah seorangtdianya terpaksa
melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Halbendasarkan

kepada firman Allah dalam surat an-Nisa’, 4 : 28g/aerbunyi :

® Ghufron A. Mas’adi, op. Cit, him. 181-182
1% Chairuman Pasaribu, loc. cit, him. 153-154
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Oe Bokad oSl Y1 Ja L) L Sy S gl IS B ) g ) cpdll Ly
¢S U )

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamurgplmemakan
harta kamu dengan cara yang batil, kecuali melauatu perniagaan
yang berlaku suka sama suka diantara kamu,,,

3. Manfaat yang menjadi obyek al ijarah harus diketaboara sempurna,
sehingga tidak muncul perselisian dikemudian hari.

4. Obyek al-ijarah itu boleh diserahkan dan dipergamagecara langsung

dan tidak bercacat.

. Obyek al-ijjarah itu sesuatu yang dihalalkan oledray

. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi peaye

. Obyek al-ijarah itu merupakan sesuatu yang biasangikan.

o N O O

. Upah/sewa dalam akad al-ijarah harus jelas, tertdah sesuatu yang
bernilai harta.
9. Ulama’ hanafiyah mengatakan upah/sewa itu tidalenéej dengan
manfaat yang disewa.

ljarah yang mentransaksikan suatu pekerjaan ataarsg pekerja atau
buruh, harus memenuhi beberapa persyaratan sdiEgait :

Pertama, perbuatan tersebut harus jelas batas wmdkarjaannya.
Dalam hal ijarah pekerjaan, diperlukan adanya jebcdption ( uraian
pekerjaan ). Tidak dibenarkan mengupah seseordaghdzeriode waktu
tertentu dengan ketidakjelasan pekerjaan. Sebab denderung
menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan yang nratkbe pihak
pekerja. Kedua, pekerjaan yang menjadi obyek ijatiahak berupa
pekerjaan yang telah menjadi kewajiban pihak mijisté’ pekerja )
sebelum berlangsung akad ijarah.

apabila seseorang atau pengusaha itu telah melaksesuatu
perbuatan yang melanggar hukum, maka pada pelakdapat dijatuhkan

1 Nasrun Haroerpp. Cit HIm. 231-235
12 Ghufron A. Mas’adiloc cit, him. 185-186
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sesuatu sanksi. Penjatuhan sanksi tersebut denigaanamelanggar

perjanjian atau dalam istilah lain dinamakan deriga@nprestasi™

B. Dasar Hukum Perjanjian Kerja
Adapun dasar hukum tentang perjanjian kerja iniatlajlihat dalam
teks al-Qur'an maupun Sunnabh.
QS. Al-lsra’ ayat 34:
Y e O S 2gall 1 2eal b & 51
“Dan penuhilah janji itu, sesungguhnya janji itu aak dimintai
pertanggungjawabannya®.
QS. An Nur: 33, yang berbunyi:
G e () gh S il Ela e liSH (550 Gl
(33l ... K800 3 & e b 15158
Artinya: "Dan budak-budak yang kamu miliki yang ngemginkan
perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian denga&meka, jika kamu
mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berik&elphda mereka
sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Ngpaklamu....” (Qs.
An Nur: 33)°.
Dalam Al-Qur'an Surat Al-Qasas ayat 26 :

13 Chairuman Pasariblgc.cit, him. 2

14 Depag, Al-Qur’an dan Terjemah, Semarang : PT. Tanjung Mas Inti, 1992, him.429

15 Novita Mujiatun, Tinjauan Hukum Islam Terhadap &ga Kerja DiBawah Umur
(Studi Kasus pada LPK Cinta Keluarga SemarangpPutiikasikan di Library IAIN Walisongo
tahun 2010.

16 DepagAl-Quran dan Terjemafop.cit him. 549
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“Berkatalah salah seorang dari (kedua gadis it@)i, dgah ku!, terimalah
ia sebagai pekerja upahan. Sebaiknya yang ditdvkarja adalah orang
yang kuat, yang bisa dipercay4”.

Sedangkan dalam ketentuan Sunnah Rasulullah daketemiukan
antara lain:

Diriwayatkan oleh ibnu majah, bahwa Nabi Saw betaab

48 e Candil Jd o gal pia VIl she) o mdil 0 gu) JB 2 JB e ol 0
(CNSYSPS))
Dari ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda RasaluBaw. : "Berilah
olehmu upah orang sewaan (pekerja) sebelum kenygatering”. ( ibnu
majah ).
Bahkan pada hadist yang lain Rasulullah saw meragankepada

golongan manusia yang besok diakhirat akan berlaaddpngan beliau
sebagai musuh sebagai berikut :

Sl il QB 6 g aide ) Jea i e ale Al 58 o 0o

(a0 yal adany als | 4ie hgind | poa | e sl da )

“Dari abi Hurairah ra Nabi Saw bersabda, “Tiga gglan yang menjadi

musuhku dihari kiamat :

* Seseorang memberikan janjinya kepadaku, tetapi &@mukhianat.

» Seseorang yang menjual orang merdeka lalu hadilinyekannya

» Seseorang yang menjadikan orang lain sebagai bymukemudian si
buruh menunaikan kewajiban kepadanya, tetapi dikti mau
memberikan hak upahnya”.(HR. Bukhaf).

Dalam hadist lain Rasulullah saw bersabda :

459

" DepagAl-Qur'an dan terjemahibid, him. 613
B A, HassanTarjamah Bulughul MararmmBandung : CV. Diponegoro, 1994, him. 456,



23

b haie Y iy Al Jpa il e Al Gy as 855 8 ) 0o
Ll oS Y JU paallald al il Jow ) LS, liae ) e Al A
saalols, alae ozl 13 o al B o il Ja
Dan dari abu hurairah, dalam satu hadits baginya dabi saw :
“sesungguhnya Allah akan mengampuni umatnya di rakhalam
Ramadhan “, Rasulullah ditanya : ya Rasulallahkapanalam itu malam
lailatul gadar ? Rasulullah saw. Menjawab : “tidaebab seseorang
pekerja itu sungguh akan dipenuhi upahnya apaail@lah menunaikan
pekerjaanya”. ( HR. Ahmad.

Sedangkan dasar hukum positif yang berlaku dined@ mengenai
perjanjian kerja adalah sebagai berikut : a) Undandang Nomor 13
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. b) KeputusamtdvielTenaga Kerja
dan Transmigrasi Nomor: KEP-48/MEN/IV/2004 tentafigta Cara
Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaafesatigatan dan
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. c) UndangabgdNomor 21
tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau SerikaittBdr

C. Syarat Sahnya Perjanjian Kerja

Sebagai bagian dari perjanjian pada umumnya, rpakianjian kerja
harus memenuhi syarat syahnya perjanjian sebagaidiatur dalam pasal
1320 KUHPerdata. Ketentuan ini juga tertuang dafzasal 52 ayat 1
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Keteragan yang
menyebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat atasrdasa
1. Kesepakatan kedua belah pihak;
2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;

3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan;

¥, Qadir Hassan, et alerjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits ok
jilid 4, Surabaya : PT. Bina llmu Surabaya, 1988;.H.989 - 1890

20U nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,-4«&EMEN/IV/2004, UU nomor
21 tahun 2000 tentang serikat pekerja atau sdvikath
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4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh berteraangdengan
ketertiban umum, kesusilaan,dan ketentuan peratyarundang-
undangan yang berlaku.

Kedua belah pihak yang lazim disebut kesepakdiagi yang
mengikatkan dirinya maksudnya bahwa pihak-pihakgyamngadakan
perjanjian kerja harus setuju atau sepakat, séiataanengenai hal-hal
yang diperjanjikan. Apa yng dikehendaki pihak yasaju dikehendaki
pihak yang lain. Pihak pekerja menerima pekerjaarsebut untuk
dipekerjaan. Kemampuan atau kecakapan kedua beilahk pyang
membuat perjanjian maksudnya pihak pekerja maumngysaha cakap
membuat perjanjian. Seseorang dipandang cakap narpeyganjian jik
bersangkutan telah cukup umur. Ketentuan hukum nkegekerjaan
memberikan batasan umur minimal 18 tahun ( pasaigka 26 Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003 ). Selain itu seseorahkgtakan cakap
membuat perjanjian jika orang tersebut tidak tegganjiwanya atau
waras.

Adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dalam istilphsal 1320
KUHPerdata adalah hal tertentu. Pekerjaan yangjdigigkan merupakan
objek dari perjanjian kerja antra pekerja dengamngpsaha, yang akibat
hukumnya melahirkan hak dan kewajibanpara pihak.

Obyek perjanjian ( pekerjaan ) harus halal yakidak boleh
bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban urdam kesusilaan.
Jenis pekerjaan yang diperjanjikan merupakan ssdai unsur perjanjian
kerja yang harus disebutkan secara jelas.

Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif artinyaus dipenuhi
semuanya baru dapat dikatakan bahwa perjanjiarbwrssah. Syarat
kemauan bebas kedua belah pihak dan kemampuakeatakapan kedua
belah pihak dalam membuat perjanjian dalam hukumdgte disebut
sebagai syarat subjektif karena menyangkut mengaaaig orang yang
membuat perjanjian, sedangkan syarat adanya pakerjgang

diperjanjikan dan pekerjaan yang diperjanjikan kdralal disebut sebagai
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syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian iatal demi hukum
artinya dari semula perjanjian tersebut dianggdpktipernah ada. Jika
yang tidak dipenuhi syarat subjektif, maka akibakum dari perjanjian
tersebut dapat dibatalkan, pihak-pihak yang tidaknimerikan persetujuan
secara tidak bebas, demikian juga oleh orang tuaaali atau pengampu
bagi orang yang tidak cakap membuat perjanjian tdapaminta
pembatalan perjanjian itu kepada hakim, Dengan kiamiperjanjian
tersebut mempunyai kekuatan hukum selama belumtatiba oleh

hakim?*

D. Unsur-Unsur Dalam Perjanjian Kerja
Selain tetap berpedoman pada ketentuan pasal KiA@Perdata,
ternyata masih ada unsur-unsur lain yang haruskagvenuhi, menurut
seorang pakar hukum perburuhan dari negeri Belayaify prof. Mr.
M.G. Rood, beliau menyebutkan bahwa suatu perjar§irja baru ada,
manakala didalam perjanjian kerja tersebut telamemihi 4 syarat, yaitu
berupa unsur-unsur yang terdiri dari :
a. Adanya unsur Work atau Pekerjaan
Dalam suatu perjanjian kerja tersebut haruslahuaduspekerjaan
yang diperjanjikan dan dikerjakan sendiri oleh pgkgang membuat
perjanjian kerja tersebut. Pekerjaan mana yaitwg ydikerjakan oleh
pekerja itu sendiri haruslah berdasarkan dan berped pada
perjanjian kerja.
b. Adanya Unsur Service atau Pelayanan
Bahwa dalam melakukan pekerjaan yang dilakukan gsgba
manifetasi adanya perjanjian kerja tersebut, pakbgruslah tunduk
pada perintah orang lain, yaitu pihak pemberi kega harus tunduk
dan dibawah perintah orang lain, si majikan.

c. Adanya Unsur Time atau Waktu Tertentu

2 Lalu husniPengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonedikarta : RajaGrafindo
Persada, 2007, him. 57-59
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Bahwa dalam melakukan hubungan kerja tersebut, sladru
dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentulkdam perjanjian
kerja atau peraturan perundang-undangan.

d. Adanya Unsur Pay Atau Upah

Jika seorang yang bekerja, dalam melaksanakanjpakga bukan
bertujuan  untuk mendapatkan upah, akan tetapi yaremjadi
tujuannya adalah selain upah, maka pelaksaan peketgrsebut sulit

untuk dikatakan sebagai pelaksanaan dari perjakfigaZ*

. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam perjanjian Kerja

Dengan terpenuhinya syarat perjanjian kerja sebeaya diutarakan
diatas, maka terjadilah hubungan hukum diantaraa gaihak yang
melakukan perjanjian tersebut. Dengan timbulnya uhgh hukum
diantara mereka, maka dengan sendirinya akan meahihak dan
kewajiban diantara para pihak tersebut. Kewajikaa pihak dalam suatu
perjanjian umumnya disebut dengan prestasi. Dalan phestasi ini
soebekti menulis, “ Suatu pihak yang memperolehhakdari perjanjian
itu juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakebalikan dari
hak yang diperolehnya, dan sebaliknya suatu pihakgymemikul
kewajiban- khusus perjanjian pada umumnya, maka gpag
dikemukakan oleh soebekti diatas berlaku pula pgalafrtinya apa yang
menjadi hak buruh akan menjadi kewajiban majikaan gdebaliknya hak
majikan adalah kewajiban buruh.kewajiban juga mewniph hak-hak
yang dianggap sebagai kebalikannya kewajiban-kbamji yang
dibebankan kepadany&”

Adapun yang menjadi kewajiban pekerja dengan addmyjmngan
hukum tersebut adalah :
a. Mengerjakan sendiri pekerjaan yang diperjanjikaalalk pekerjaan

tersebut merupakan pekerjaan yang khas.

22 Djumadi,loc. Cit, him. 37-40
2 SoebektiHukum Perjanjiancet VIII, PT. Internas, 1984, him. 29-30
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b. Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian.
Mengerjakan dengan tekun, cermat, dan teliti.

d. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan keyadantuk
dikerjakannya, sedangkan kalau bentuk pekerjaabdtupa urusan,
mengurus urusan tersebut sebagaimana mestinya.

e. Mengganti kerugian kalau ada barang yang rusaklanddal ini
apabila kerusakan tersebut dilakukan dengan kegsngaatau
kelengahannya.

Sedangkan yang menjadi hak-hak pekerja yang wagibndhi oleh
pemberi pekerjaan adalah :

a. Hak untuk memperoleh pekerjaan.

b. Hak atas upah sesuai dengan yang telah diperjanjika

c. Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungekerjaan.

d. Hak atas jaminan sosial, terutama sekali menyangkbtiya yang
dialami oleh pekerja dalam melakukan pekerfdan.

Kewajiban-kewajiban majikan juga diatur dalam pd<i02-1620z BW
diantaranya :

a. Membayar Upah

Kewajiban yang terpenting tentunya untuk membayahu Maka dari
itu adalah agak layak, bahwa dari pasal-pasalliatsalak kurang dari
21 pasal ( 1602-1602t ) mengenai kewajiban membagah, sedang
hanya 8 pasal ( 1602u-1602z ) mengenai lain-laiwakban dari

majikan.

Kewajiban membayar upah ini disebutkan pada pa$dl2 1dan

ditegaskan dalam pasal 1602a sedemikian rupa. Balpah yang
ditetapkan menurut lamanya siburuh bekerja haruisudig dari waktu

siburuh mulai bekerja dalam hubungan kerja, sangzla waktu
hubungan kerja itu dihentikan. Ini ada artinyaakahubungan kerja itu

dihentikan lebih dahulu daripada semestinya, dat@ihmana untuk

24 Chiruman Pasaribu, op. Cit, 155-156
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sisa waktu yang siburuh seharusnya terus bekerjadak berhak atas

upah, melainkan atas penggantian kerugian.

. Pengecualian prinsip tiada kerja tiada upah

Prinsip tiada kerja tiada upah disebutkan dalarmalg02b, sedangkan

pasal 1602c dan d menyebutkan 4 pengecualian ptiasia kerja tiada

upah, yaitu buruh tetap menerima upah meskipui tié&erja :

1 ) apabila siburuh jatuh sakit atau apabila adzelaaan, sehingga
siburuh tidak dapat bekerja pada waktu yang agakigle kecuali
kalau sakit atau kecelakaan ini disebabkan olehrsib sendiri
dengan sengaja atau secara yang bertentangan deegasilaan.
Kalau siburuh berhak mendapat sokongan dari suamba anaka
jumlah sokongan ini boleh diperhitungkan;

2 ) apabila tidak bekerja ini disebabkan oleh suawajiban yang
dilimpahkan pada buruh oleh undang-undang atau péeterintah
tanpa upah;

3 ) apabila ada keadaan yang sangat istimewa dag ryeendorong
siburuh untuk tidak bekerja;

4 ) apabila tidak bekerja ini disebabkan oleh kasah simajikan.
. Kewajiban untuk memberitahukan Sesuatu
Pasal 1602e mewajibkan majikan memberitahukan lemaauh isi
surat-surat dari perusahannya selaku bahan untuigetehui berapa
jumlah upah dari si buruh, yaitu apabila misalnyanlph upah itu
digantungkan pada hasil-hasil dari perusahaan amajilSebaliknya,
siburuh harus, kalau perlu, merasakan hal yang rithbekan
kepadanya itu.

. Kewajiban Untuk Memberi kesempatan Kepada Buruh

Pasal 1602u mewajibkan majikan memberikan kesemphképada

buruh yang berdiam bersama majikan, akan memenahiajiban

berhubungan dengan keagamaan dan akan melakukesasékburan,
satu dan lain menurut apa yang dijanjikan atau meradat kebiasaan

ditempat. Kalau betul perlu, majikan boleh menyingaari peraturan
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ini, tetapi dalam satu bulan harus sedikitnya dam iminggu libur dan
pada satu tahun harus ada sedikitnya 52 hari libur.
Dalam keadaan istimewa, majikan boleh menyimpagitétapi harus
mendapat izin dari departemen sosial. Hal ini diatalam staatsblad
1937 — 27 junto 1938-137.
Pasal 1602w mewajibkan majikan mengatur hal peraaki@mpat dan
alat-alat kerja sedemikian rupa, sehingga tiadaymherhadap badan,
jiwa kehormatan siburuh. Dan lagi majikan dipergumgjawabkan
atas kerugian, luka-luka atau kematian yang diglexi¢h buruh dalam
melakukan tugasnya, kecuali kalau simajikan dapamhbuktikan,
bahwa ada keadaan memaksa.
Menurut pasal 1602x kalau siburuh yang berdiam nsahu dengan
majikan jatuh sakit, maka majikan wajib mengatul p@meliharaan
dan perawatan si buruh itu sampai selama 6 mingglau sakitnya
disebabkan oleh kesalahan siburuh sendiri, makgab@erawatan
siburuh untuk 4 minggu boleh diminta kembali daniui.
Pasal 1602y memuat suatu peraturan yang secara umawajibkan
majikan berbuat segala sesuatu untuk siburuh, yeurut kepatutan
boleh dituntut dari seorang majikan dalam keadaang\sama.
Pada akhirnya pasal 1602z mewajibkan majikan, mgntserakhirnya
hubungan kerja, memberikan kepada buruh suatu tamdg tentang
nilai pekerjaan si buruh selama berada dibawamiadmya.
Sedangkan kewajiban-kewajiban buruh yang diatuardgbasal 1603-
1603d BW yang semua hanya bersifat umum.
Menurut pasal 1603 buruh harus melakukan tugasmymils
baiknya menurut perjanjian dan adat kebiasaan gaem
Pasal 1603a mewajibkan buruh untuk sendiri melakukeyasnya,
kecuali ia diberi kuasa untuk menyuruh orang laglakukan tugas itu.
Menurut pasal 1603b buruh harus taat pada aturag gieadakan
oleh majikan perihal melakukan tugas buruh,sedawasg buruh

yang berdiam serumah dengan si majikan ( pasalc1603
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Pada akhirnya Pasal 1603d mewajibkan buruh untugkulkan segala

sesuatu, yang menurut kepatutan dapat dituntubdeuh.?

F. Klausula dalam Perjanjian Kerja
Dalam perjanjian kerja baik secara lisan maupunarsedertulis
umumnya menyangkut hak dan kewajiban para pihak sgarat - syarat
pekerjaan. Dalam perjanjian kerja umumnya klauguégianjian kerja
dibuat secara sepihak dari pemberi kerja hal inkdigan dengan alasan
kepraktisan. Dengan adanya kontrak sepihak makagserdapat kontrak
yang merugikan salah satu pihak dan juga disebak&dodukan pihak

pekerja biasanya lebih lemah dari pemberi kerja.

G. Macam Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja terdiri atas :

1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu, yaitu pgifanm kerja antara
pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakamdar kerja
dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertestelanjutkan
disebut dengan PKWT.

2. Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu, yaparjanjian kerja
antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mekajatiabungan
kerja tetap. Selanjutnya disebut dengan PKVETT.

H. Bentuk Perjanjian kerja
Bentuk dari perjanjian kerja untuk waktu tertenterdeda dengan
perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. BagirjBnjian Kerja untuk
Waktu Tertentu, harus dibuat secara tertulis demganggunakan bahasa
Indonesia dan tulisan lain serta harus memuat aegtkurangnya :
a. Nama, alamat perusahaan, danjenis usaha;

b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja ulour

% Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lanfasar Hukum Persetujuan Tertentu Di
IndonesiaJakarta : BINA AKSARA, 1987, him. 97-100
26 F x. Djumialdiji, Perjanjian Kerja jakarta : Sinar grafika, 2008, him. 11
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Jabatan / jenis perkerjaan;
Tempat pekerjaan;

Besaran upah dan cara pembayarannya;

-~ ® 2o o

Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajilmargysaha dan
pekerja / buruh;

g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;

h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;

i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasared@a dan bahasa
asing, kemudian terdapat perbedaan penafsiranadsakeduanya maka
yang berlaku adalah perjanjian kerja yang dibuktrdddahasa Indonesia.

Bagi perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentuntuknya bebas,
artinya dapat dibuat secara tertulis maupun sdisaa. Kalau perjanjian
untuk waktu tidak tertentu dibuat secara tertuintt bentuknya sama
dengan perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Kgdaganjian kerja untuk
waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, ada kéurten bahwa pengusaha
wajib membuat surat pengangkatan yang sekurangwyoya memuat
keterangan :

a. Nama dan alamat pekerja / buruh

b. Tanggal mulai bekerja

c. Jenis pekerjaan
d

Besarnya upafi

Perubahan Atau Penarikan Kembali Perjanjian Kerja Serta
Perjanjian K erja Pada Perusahaan Yang Dipindahkan

Menurut pasal 55 Undang-Undang Ketenagakerjaan,2@8@3anjian
Kerja tidak dapat ditarik kembali dan atau diubdadguali atas persetujuan
para pihak. Berarti perjanjian kerja dapat ditdeéknbali dan atau diubah
asal dengan persetujuan antara pekerja atau bwobad pengusaha.

Apabila salah satu pihak mengadakan penarikan rpera kerja atau

27 F x. Djumialdii,ibid , him. 21-22



32

mengadakan perubahan perjanjian kerja, pihak yaingdapat memohon
pemutusan hubungan kerja ke lembaga penyelesaiaselipian
hubungan industrial.

Mengenai hubungan antara pemindahan perusahaaardpeganjian
kerja, ada ketentuan dalam pasal 61 ayat ( 2 ) hmptdadang
Ketenagakerjaanyang berbunyi : perjanjian kerjaktiderakhir karena
meninggalnya pengusaha atau beralihnya ha katagsgieran yang
disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah. Detenkuan tersebut,
perjanjian kerja tetap ada dan berlangsung terutaupan terjadi
pemindahan perusahaan, baik karena pengusaha mehthmia maupun
karena perusahaan dijual, atau adanya pewarisarhniizh.

Dalam hal terjadi pemindahan atau pengalihan pbazsa hak-hak
pekerja atau buruh menjadi tanggung jawab pengusaina, kecuali
ditentukan lain dalam perjanjian kerja. Jadi peralrah atau pengalihan
perusahaan tidak mengurangi hak-hak pekerja atathbBagaimanakah
sikap pekerja atau buruh dalam hal terjadi pemiadadtau pengalihan
perusahaan? Pada prinsipnya, pengusaha tidak kErgentanpa
persetujuan pekerja atau buruh, menyuruh pekega htruh tersebut
bekerja pada pengusaha yang baru. Oleh karenpekerja atau buruh
berhak memilih bekerja pada pengusaha lama ataiatsgyarat kerja yang
baru atau meminta pemutusan hubungan kerja. Sedarglgi pengusaha
baru, sikapnya pada pekerja atau buruh adalahmieserima pekerja atau
buruh dari pengusaha yang lama atau memutuskambabukerja. Jika
pengusaha baru bersedia menerima pekerja atau llamihpengusaha
lama, tetapi pekerja atau buruh tidak bersedia mglkan hubungan kerja
maka terjadilah pemutusan hubungan kerja. Disiskega atau buruh
berhak atas uang pesangon 1 ( satu ) kali, uanghpegaan masa kerja 1
( Satu ) kali dan uang pengganti hak. Sebalikngdalk pengusaha baru
tidak bersedia menerima pekerja atau buruh dargysaha yang lama
tetapi pekerja atau buruh bersedia melanjutkan mydou kerja, terjadilah

pemutusan hubungan kerja. Dalam hal ini, pekerg diuruh berhak
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mendapat 2 ( dua ) kali uang pesangon, uang peyagramasa kerja 1
(satu) kali, dan uang penggantian R&k.

8 £ X. Djumialdji, ibid, him. 12-13



